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ABSTRAK 
 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai Efektivitas 

Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Pemberdayaan Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah di Desa Tanjungsari Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis, 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kebijakan Pemerintah Desa 

dalam Peningkatan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Desa 

Tanjungsari Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis. Jenis penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah kualitratif dengan metode penelitianya 

adalah metode deskriftif. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data kualitatif yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan serta studi 

lapangan berupa observasi dan wawancara kepada beberapa informan yang 

dianggap dapat memberikan informasi terkait Efektivitas Kebijakan Pemerintah 

Desa dalam Peningkatan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di 

Desa Tanjungsari Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa Efektivitas Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan 

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di Desa Tanjungsari 

Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis dapat dikatakan belum optimal, hal ini 

dibuktikan berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dimana masih 

ditemukan hambatan-hambatan baik yang bersumber dari instansi pemerintahan 

desa sebagai pelaksana kebijakan dan masyarakan sebagai atau pelaku UMKM 

sebagai obyek dari kebijakan tersebut.  

 

Kata kunci : Efektivitas, Kebijakan, Peningkatan, Pemberdayaan, UMKM 

 

PENDAHULUAN 

Penyelegaraan pemerintah dalam 

pembangunan dapat dilakukan dengan 

berbagai cara, salah satunya dengan 

memberdayakan masyarakat untuk 

mengurangi angka pengangguran dan 

kemiskinan, pembangunan ekonomi 

dilakukan dengan pemberdayaan pada 

usaha mikro kecil dan menengah 

(UMKM), karena UMKM merupakan 

salah satu pengerak bagi pertumbuhan 

dan pembangunan ekonomi yang 

memiliki kontribusi dalam menciptakan 

tenaga kerja dan sumber pendapatan 

bagi masyarakat, kesejahteraan 

masyarakat merupakan tujuan yang 

penting untuk dicapai disuatu Negara, 

untuk mempercepat pembangunan 

ekonomi merupakan salah satu strategi 

pemerintah dalam memberdayakan 
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masyarakat untuk mengurangi angka 

penganguran, salah satunya dengan 

adanya usaha mikro kecil dan menengah 

(UMKM), kerena UMKM merupakan 

salah satu pengerak pertumbuhan dan 

pembangunan ekonomi yang memiliki 

kontribusi dalam menciptakan tenaga 

kerja dan sumber pendapatan bagi 

masyarakat. 

 Peran UMKM untuk 

mensejahterakan masyarakat dapat 

dilihat dari, Kedudukannya sebagai 

pemain utama dalam kegiatan ekonomi 

di berbagai sektor, penyedia lapangan 

kerja yang terbesar, pemain penting 

dalam pengembangan usaha lokal dan 

pemberdayaan masyarakat dan sumber 

inovasi pemerintah daerah dalam 

mewujudkan iklim yang baik untuk 

UMKM belum sepenuhnya terwujud 

dilihat dari strategi serta penyusunan 

kebijakan publik yang belum berpihak 

tehadap UMKM sehingga pelaku 

UMKM terhambat pada pemasaran 

produk serta hambatan finansial masih 

membatasi penentuan keputusan tingkat 

lokal sehingga Pemerintah Daerah 

belum bisa memberikan bantuan modal 

serta alat-alat yang dapat di gunakan 

oleh para pelaku-pelaku UMKM 

sehingga pelaku UMKM mencari modal 

dan alat sendiri agar dapat bertahan. 

 Kebijakan pemerintah dalam 

pengembangan sektor UMKM tersebut 

bertujuan untuk meningkatkan potensi 

dan partisipasi aktif UMKM di dalam 

proses pembangunan nasional, 

khususnya dalam kegiatan ekonomi 

dalam rangka mewujudkan pemerataan 

pembangunan melalui perluasan kerja 

dan peningkatan pendapatan, 

pengembangan UMKM perlu 

mendapatkan perhatian yang besar baik 

dari pemerintah maupun masyarakat 

agar dapat berkembang lebih kompetitif 

bersama pelaku ekonomi lainnya, 

peningkatan pemberdayaan Usaha 

Mikro Kecil dan Menegah dapat di 

lakukan dengan adanya kegiatan 

pendampingan terhadap para pelaku 

UMKM yang ada di Desa Tanjungsari 

Kecamatan Rajadesa, digitalisasi 

produk UMKM untuk memperkenalka 

atau pemasaran hasil produk UMKM 

yang ada di Desa Tanjungsari, hal 

tersebut bertujuan untuk memberikan 

peluang yang lebih kepada para pelaku 

UMKM dari berbagai aspek yang harus 

lebih di optimalkan, kegiatan tersebut 

merupakan salah satu cara untuk 

mendukung ekonomi kretaif.  

 Kebijakan merupakan sebuah 

tindakan yang memiliki maksud dan 

tujuan yang dibuat oleh pemerintah, 

untuk dapat mengatur dan mencapai 

tujuan-tujuan tertentu di masyarakat, 

dengan adanya kebijakan yang 

dikelaurkan pemerintah Desa 

Tanjungsari yang mengatur khususnya 

kepada masyarakat yang mempunyai 

usaha untuk melakukan perijinan 

terlebih dahulu sebelum memulai usaha, 

jika usahanya belum mempunyai ijin, 

boleh menjalankan usaha dan 

melakukan pemasaran akan tetapi hanya 

mencakup wilayah Desa Tanjungsari, 

tentunya dari hal tersebut menjadi salah 

satu potensi bagi desa untuk dapat di 

bina dan di kembangan mengenai usaha 

mikro kecil dan menengah dengan baik, 

di Desa Tanjungsari Kecamatan 

Rajadesa sendiri masih banyak 

permasalahan terkait usaha mikro dan 

menengah tidak terlepas dari peran 

Pemerintah Desa mengenai 

pemberdayaan masyarakat. Tentu hal 

tersebut menjadi suatu peringatan besar 

untuk Pemerintah Desa Tanjungsari 

Kecamatan Rajadesa agar terus 

mengefektivkan program-program 

bersifat preventif seperti program 

peningkatan pemberdayaan usaha mikro 
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kecil dan menengah ini. Adapun 

indikator permasalahan dalam 

penelitian ini berdasarkan hasil 

observasi awal yang telah dilakukan 

sebagai berikut: 

1. Pemerintah desa belum optimal 

dalam melakukan sosialisasi 

mengenai kebijakan pemerintah 

dalam peningkatan pemberdayaan 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

sehingga keberhasilan UMKM di 

Desa Tanjungsari belum berjalan 

dengan efektif, dikarenakan belum 

di dukung dengan adanya ketua 

UMKM atau patriot desa yang 

bertugas khusus memberikan 

pelayanan, sosialisasi, pembinaan, 

pemberdayaan kepada masyarakat 

atau pelaku UMKM yang ada di 

Desa Tanjungsari. 

2. Kebijakan pemerintah desa 

terhadap peningkatan 

pemberdayaan usaha miko kecil 

dan menengah di Desa Tanjungsari 

masih belum berjalan dengan 

efektif, dan masih terdapat 

permasalahan-permasalahan yang 

timbul dari kebijakan tersebut, 

contohnya kebijakan pemerintah 

desa yang mengaharuskan para 

pemilik UMKM memiliki nomor 

induk berusaha dan diharuskan 

membayar pajak, akan tetapi usaha 

mereka masih dalam skala rumahan 

dengan laba yang belum tentu di 

dapatkan. Dalam kebijakan tersebut 

boleh melakukan usaha akan tetapi 

jika usahanya belum mempunyai 

ijin untuk pemasaran yang 

dilakukan tidak boleh keluar dari 

wilayah Desa Tanjungsari 

Kecamatan Rajadesa. 

3. Pemerintah desa belum efektif 

dalam memfasilitasi masyarakat 

untuk memperoleh modal usaha, 

fasilitas pemasaran produk 

UMKM, dan sosialisasi mengenai 

legalitas usaha yang dimiliki, 

sebagai penunjang kesejahteraan 

ekonomi masyarakat dalam bidang 

UMKM. Contohnya meberikan 

informasi kepada pelaku UMKM 

terkait adanya bantuan yang 

diberikan pemerintah dan juga 

membantu dalam peroses 

mendapatkanya, membantu peroses 

melakukan keredit usaha rakyar 

(KUR) untuk modal usaha yang 

dijalankan, adanya website desa 

yang dapat digunakan untuk 

membantu dalam peroses 

pemasaran produk-produk usaha 

yang dijalankan masyarakat Desa 

Tanjungsari, dan adanya 

pembinaan atau pelatihan dasar 

dalam melakukan usaha yang baik. 

 Berdasarkan latar belakang 

indikator permasalahan tersebut, 

peneliti bermaksud untuk melakukan 

penelitian dengan judul: “Efektivitas 

Kebijakan Pemerintah Desa Dalam 

Peningkatan Pemberdayaan Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah di Desa 

Tanjungsari Kecamatan Rajadesa 

Kabupaten Ciamis”. 

 Berdasarkan latar belakang 

sebagaimana yang telah diuraikan, 

adapun rumusan masalahnya yaitu: 

Bagaimana Efektivitas Kebijakan 

Pemerintah Desa Dalam Peningkatan 

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah di Desa Tanjungsari 

Kecamatan Rajadesa Kabupaten 

Ciamis?. 

 Berdasarkan rumusan masalah 

tersebut maka tujuan dalam penelitian 

ini adalah untuk mengetahui: 

Efektivitas Kebijakan Pemerintah Desa 

Dalam Peningkatan Pemberdayaan 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah di 

Desa Tanjungsari Kecamatan Rajadesa 

Kabupaten Ciamis. 
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KAJIAN PUSTAKA 

a. Pengertian Efektivitas 

 Makmur (2015:5) menyatakan: 

“Efektivitas sesungguhnya bersumber 

dari salah satu kriteria ilmu administrasi 

yang berkembang secara alamiah ke 

dalam berbagai aktivitas kehidupan 

manusia untuk mencapai tujuan yang 

mereka kehendaki. Ketepatan harapan 

implementasi yang diharapkan. Maka 

dengan demikian efektivitas dapat kita 

katakana sebagai ketepatan harapan, 

implementasi, dan hasil yang dicapai”. 

Oleh sebab itu untuk menetukan tingkat 

efektivitas keberhasilan seseorang, 

kelompok, organisasi bahkan sampai 

kepada negarapun kita harus melakukan 

perbandingan antara kebenaran atau 

ketepatan dengan kekeliruan atau yang 

dilakukan. Beni (2016: 69) menyatakan: 

”Efektivitas adalah hubungan antara 

output dan tujuan atau dapat juga 

dikatakan merupakan ukuran seberapa 

jauh tingkat output, kebijakan dan 

prosedur dari organisasi”. Efektivitas 

juga berhubungan dengan derajat 

keberhasilan suatu operasi pada sektor 

publiksehingga suatu kegiatan 

dikatakan efektif jika kegiatan tersebut 

mempunyai pengaruh besar terhadap 

kemampuan menyediakan pelayanan 

masyarakat yang merupakan sasaran 

yang telah ditentukan. Mardiasmo 

(2017:134) menyatakan: “Efektivitas 

adalah ukuran berhasil tidaknya 

pencapaian tujuan suatu organisasi 

mencapai tujuannya”. Apabila suatu 

organisasi mencapai tujuan maka 

organisasi tersebut telah berjalan 

dengan efektif. Indikator efektivitas 

menggambarkan jangkauan akibat dan 

dampak (outcome) dari keluaran 

(Output) program dalam mencapai 

tujuan program. Sudirman (2012:31) 

menyatakan: “Efektiv adalah 

pemanfaatan sumber daya, sarana dan 

prasarana dalam jumlah tertentu yang 

secara sadar ditetapkan sebelumnya 

untuk menghasilkan sejumlah barang 

atas jasa kegiatan yang dijalankanya”. 

Efektivitas menunjukan keberhasilan 

dari segi tercapai tidaknya sasaran yang 

telah ditetapkan, jika hasil kegiatan 

semakin mendekati sasaran, berarti 

makin tinggi efektivitasnya. Kurniawan 

(2005:109) menyatakan: “Efektivitas 

adalah kemampuan melaksanakan 

tugas, fungsi (oprasional kegiatan 

program atau misi) daripada suatu 

organisasi atau sejenisnya yang tidak 

adanya tekanan atau ketergantungan 

antara pelaksanaanya”. 

b. Ukuran Efektivitas 

 Menurut Makmur (2015:7-9) 

berpendapat bahwa dari segi kriteria 

pengukuran efektivitas, antara lain: 

1. Ketepatan penentuan waktu 

Sebagaimana kita maklumi bahwa 

waktu adalah sesuatu yang dapat 

menentukan keberhasilan suatu 

kegiatan yang dilakukan dalam 

organisasi. Demikian pula halnya akan 

sangat berakibat terhadap kegagalan 

suatu aktivitas organisasi, penggunaan 

waktu yang tepat akan menciptakan 

efektivitas pencapaian tujuan yang telah 

ditetntukan sebelumnya. 

2. Ketepatan perhitungan biaya 
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Ketepatan dalam pemanfaatan 

biaya terhadap suatu kegiatan, dalam 

arti bahwa tidak mengalami kekurangan 

sampai kegiatan itu dapat diselesaikan. 

Demikian pula sebaiknya kta tidak 

megalami kelebihan pembiayaan 

sampai kegiatan tersebut dapat 

diselesaikan dengan baik dan hasilnya 

memuasakan semua pihak yang terlibat 

pada kegiatan tersebut.   

3. Ketepatan dalam pengukuran 

Ketepatan ukuran yang digunakan 

dalam melaksanakan suatu kegiatan 

atau tugas yang dipercayakan kepada 

kita adalah merupakan bagian dari 

keefektivitasan. Hampir semua kegiata 

dimana dalam pelaksanaannya tidak 

sesuai dengan uuran yang telah 

ditetapkan sebelumnya, sebearya 

merupakan gambaran dari pada 

keefektivitas kegiatan yang menjadi 

tanggung jawab setiap manusia dalam 

sebuah organisasi. 

4. Ketepatan dalam menentukan 

pilihan 

Kesalahan dalam memilih suatu 

pekerjaan, metode, benda, sahabat, 

pasangan, dan lai sebagainya berarti 

tindakan yang dilakukan itu gambaran 

ketidak efektivitasan serta kemungkinan 

menciptakan penyelesaian dikemudian 

hari. Sebaiknya bahwa ketepatan 

memilih suatu kebutuhan atau 

keinginan akan memberikan 

kebahagiaan bagi manusia yang 

bersangkutan dalam perjalanan 

kehidupanya. 

5. Ketepatan dalam berfikir 

Ketepatan berfikir akan 

melahirkan keefektivan sehingga 

kesuksesan yang senantiasa diharapkan 

itu dalam melakukan suatu bentuk 

kerjasama dapat memberikan hasil yang 

maksimal.  

6. Ketepatan dalam melakukan 

perintah 

Keberhasilan aktivitas suatu 

organisasi sangat banyak dipengaruhi 

oleh kemampuan seseorang pemimpin, 

salah satu tuntutan kemampuan 

memberikan perintah yang jelas dan 

mudah dipahami oleh bawahan. Jika 

perintah yang diberikan kepada 

bawahan yang dapat dimengerti atau 

dipahami, maka pelaksanaan perintah 

tersebut dapat dipastikan akan 

mengalami kesulitan dan bahkan 

kegagalan dalam pelaksanaanya serta 

akhirnya akan merugikan organisasi 

yang bersangkutan. 

7. Ketepatan dalam menentukan 

tujuan 

Organisasi apapun bentuknya 

akan selalu selalu berusaha untuk 

mencapai tujuan yang telah mereka 

sepakati sebelumnya dan biasanya 

senantiasa dituangkan dalam sebuah 

dokumen secara tertulis yang sifatnya 

lebih stratejik, sehingga menjadi 

pedoman atau sebagai rujukan dari 

pelaksnaan kegiatan sebuah organisasi, 

baik  yang dimiliki oleh pemerintah 

maupun organisasi yang dimiliki 

masyarakat tertentu. 

8. Ketepatan sasaran 

Sejalan dengan apa yang kita 

sebutkan di atas, bahwa tujuan lebih 

berorientasi kepada jangka panjang dan 

sifatnya stratejik, sedangkan dengan 

sasaran lebih berorientasi kepada jangka 
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pendek dan lebh bersifat operasional, 

penentuan sasaran yang tepat baik yang 

ditetapkan secara individu maupun 

sasaran yang ditetapkan organisasi 

sesungguhnya sangat menentukan 

keberhasilan aktivitas organisasi. 

c. engertian Kebijakan 

 Pengertian kebijakan menurut 

Makmur (2015:11) menyatakan: 

“Kebijakan adalah suatu bentuk 

keputusan yang mengikat bagi orang 

tertentu atau kata lain orang banyak 

dengan tataran strategis dan mengarah 

kepada yang lebih bersifat mengandung 

garis besarnya saja terhadap sesuatu 

yang dibuat oleh pemegang otoritas 

publik dan otoritas privat”. 

 Menurut Fredrich dalam 

Agustino (2017: 166) menyatakan: 

“Kebijakan adalah serangkaian tindakan 

atau kegiatan yang di usulkan oleh 

seseorang, kelompok, atau pemerintah 

dalam suatu lingkungan tertentu dimana 

terdapat hambatan-hambatan 

(kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-

kemungkinan (kesempatan-

kesempatan) dimana kebijakan tersebut 

di usulkan agar berguna dalam 

mengatasinya untuk mencapai tujuan 

yang dimaksud”. 

 Menurut Weihrich dan Koontz 

dalam priatna (2008:125)menyatakan 

bahwa:  “Kebijakan adalah alat 

membersihkan hati atau harapan yang 

mendorong, inisiatif tetatp dalam 

keterbatasan. Kebebasan tergantung 

pada kebijakan dan sebaliknya akan 

mereflesikan posisi dan kekuasaan 

dalam organisasi.Kebijakan juga adalah 

rencana, kebijakan itu sebagai peryataan 

atau pemahaman atau pengertian yang 

mengarahkan pikiran dalam membuat 

keputusan. Tidak semua kebijakan 

merupakan pernyataan, tetapi sering 

diimplikasikan dari tindakan menejer”. 

 Menurut Gerston (2002:14) 

menyatakan: “Kebjakan publik dibuat 

dan dilaksanakan pada semua tingkatan 

pemerintahan, karenanya tanggung 

jawab para pembuat kebijakan akan 

berbeda pada setiap tingkatan sesuai 

dengan kewenangannya”. Dari 

gambaran kondisi ini, peroses 

pembuatan kebijakan dan berbagai 

pertimbangan yang meliputinya, 

khusunya terkait dengan tahapan 

perumusan kebijakan. Memberikan 

definisi kebijakan sebagai keputusan 

organisasi yang dimaksud, untuk 

mencapai tujuan tertentu, berisikan 

ketentuan-ketentuan yang dapat 

dijadikan pedoman prilaku dalam hal: 

1. Pengambilan keputusan lebih 

lanjut, yang harus dilakukan baik 

kelompok sasaran (unit) 

organisasi pelaksanaan kebijakan. 

2. Penerapan atau pelaksanaan dari 

suatu kebijakan yang telah 

ditetapkan baik dalam hubungan 

dengan (unit) organisasi 

pelaksanaan maupun dengan 

kelompok sasaran yang 

dimaksudkan. 

 Menurut William Dunn dalam 

Sahya Anggara (2014:5) menjelaskan 

bahwa ada empat ciri pokok masalah 

kebijakan, yaitu sebagai berikut:  

1. Saling kebergantungan.  

Kebijakan bukan merupakan 

suatu kesatuan yang berdiri sendiri, 
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melainkan bagian dari seluruh sistem 

masalah. 

2. Subyektifitas 

Kondisi eksternal yang 

menimbulkan suatu permasalahan 

didefinisikan, diklarifikasikan, di 

jelaskan, dan di evaluasi secara selektif. 

3. Sifat bantuan 

Masalah-masalah kebijakan 

dipahami, dipertahankan, dan di ubah 

secara sosial. 

4. Dinamika masalah kebijakan 

Cara pandang orang terhadap 

masalah pada akhirnya menentukan 

solusi yang ditawarkan untuk 

memecahkan masalah tersebut. 

 Empat hal tersebut menjelaskan 

bahwa kebijakan mengandung berbagai 

pertimbangan, terlebih jika menyangkut 

masyarakat banyak. Artinya dapat 

berhubungan dengan prinsip 

kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan, 

dan prinsip demokrasi.  

d. Pengertian Pemberdayaan 

 Menurut Soemantri (2010:74) 

menyatakan: “Pemberdayaan adalah 

sebagian dari pradigma pembangunan 

yang memfokuskan perhatian kepada 

semua aspek yang prinsipil dari manusia 

di lingkungannya yakni mulai dari 

aspek intelektual (sumber daya 

manusia) aspek material dan fisik, 

sampai kepada aspek manajerial”. 

Menurut Awang (2010:74) mengatakan 

bahwa: “Pemberdayaan adalah memberi 

kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau 

mendelegasikan otoritas atau 

kewenangan kepada pihak lain atau 

member kemampuan dan keberdayaan”. 

 Dengan demikian 

pemberdayaan yaitu upaya untuk 

mewujudkan kemampuan dan 

kemandirian masyarakat dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara, peroses menuju 

peningkatan kekuatan, kemampuan, 

serta menciptakan kemandirian 

masyarakat sehingga potensi yang 

dimiliki masyarakat bisa berkembang 

dan masyarakat mampu bersaing 

dengan dunia luar. Jadi masyarakat 

adalah sekumpulan orang-orang yang 

saling berhubungan dalam satu 

lingkungan dan mempunyai 

kepentingan bersama.Pemberdayaan 

masyarakat adalah upaya peningkatan 

dan potensi yang dimiliki masyarakat, 

sehingga masyarakat dapat 

mewujudkan jati diri, harkat dan 

martabatnya secara maksimal untuk 

bertahan dan mengembangkan diri 

secara baik dalam bidang ekonomi, 

sosial, agama dan budaya. 

 Menurut makmur (2015: 228) 

peroses tingkat pemanfaatan atau 

penggunaan suatu daya atau kekuatan 

untuk mewujudkan tujuan yang mereka 

kehendaki menghasilkan 7M, lebih 

rincinya sebagai berikut:  

1. Menciptakan kemandirian 

Hal ini merupakan suatu kepastian 

untuk memperlihatkan keberdayaan 

secara penuh, baik kepada pemimpin 

maupun orang-orang sejawatnya. 

2. Memiliki kegesitan 

Kegesitan adalah suatu bentuk 

semangat kerja manusia yang selalu 

mencari kegiatan-kegiatan yang lebih 

memberikan hasil, baik ditinjau dari 
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segi kualitas maupun kuantitas yang 

akan diperolehnya. 

3. Memiliki sikap proaktif 

Proaktif yang tinggi dengan di 

dukung oleh kemampuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi kemudian 

kemahiran dan ketepatan dalam 

melaksanakan suatu pekerjaan 

merupakan salah satu modal dasar yang 

dapat diginakan dalam menciptakan 

suatu perubahan yang memberikan 

jaminan terjadinya keberdayaan dalam 

mengarungi kehidupan yang begitu sulit 

karna persaingan yang ketat. 

4. Memiliki pengetahuan 

Dengan memiliki ilmu 

pengetahuan dan teknologi tersebut 

sebenarnya menjadi dasar untuk 

membentuk keberdayaan manusia yang 

bersangkutan dalam menghadapi 

pergaulan dengan sesamanya maupun 

dengan lingkungan sekitanya. 

5. Memiliki keterampilan 

Dengan adanya keterampilan 

yang dimiliki oleh manusia yang 

bersangkutan merupakan salah satu 

sumber untuk dapat menjadi manusia 

memiliki keberdayaan dari berbagai 

aktivitas yang dilakukanya. 

6. Memiliki kepatuhan 

Kepatuhan yang dimiliki oleh 

seseorang tentunya akan meningkatkan 

pemberdayaan, karena kita sadari dan 

mengetahui bahwa manusia atau 

seseorang yang tidak berdaya terhadap 

orang lain akan pemahaman kepatuhan 

bukan lagi menciptakan keberdayaan 

akan tetapi justru menciptakan 

penjajahan terhadap dirinya sendiri dari 

orang lain. 

7. Memiliki akses 

Dengan keaktifan untuk 

mengakses informasi sebenarnya 

merupakan suatu upaya yang dilakukan 

secara sadar untuk memberdayaakan 

diri kita masing-masing, sehingga kita 

dapat terhindar dari diberdayakan orang 

lain yang sesungguhnya kita tidak dapat 

melepaskan diri dari sistem yang 

dipersaratkan mereka. 

e. Pengertian UMKM 

 Menurut Kementrian Koprasi 

dan UMKM dalam Aufar (2014:8) 

menyatakan: “Usaha kecil (UK), 

termasuk usaha mikro (UMI) adalah 

entitas usaha yang mepunyai kekayaan 

bersih paling banyak Rp. 200.000.000, 

tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha dan memiliki penjualan 

tahunan paling banyak Rp. 

1.000.000.000. Sementara itu, Usaha 

Menengah (UM) merupakan entitas 

usaha milik warga negara Indonesia 

yang memiliki kekayaan bersih lebih 

besar dari Rp. 200.000.000 s.d. Rp. 

10.000.000 tidak termasuk tanah dan 

bangunan”. 

 Menurut Bank Indonesia dalam 

Aufar (2014:9) menyatakan: “Usaha 

kecil adalah usaha produktif milik 

warga negara Indonesia, yang berbentuk 

badan usaha orang perorangan, badan 

usaha yang tidak berbadan hukum, atau 

badan usaha berbadan hukum seperti 

koperasi; bukan merupakan anak 

perusahaan atau cabang yang dimiliki, 

dikuasai atau berafiliasi, baik langsung 

maupun tidak langsung dengan usaha 

menengah atau besar. Memiliki 

kekayaan bersih paling banyak Rp. 



 

3638 

200.000.000, tidak termasuk tanah dan 

bangunan”. 

 Berdasarkan definisi di atas 

dapat dikatakan bahwa UMKM adalah 

usaha milik orang perorangan badan 

usaha yang bukan merupakan anak atau 

cabang dari perusahaan lain dengan 

kriteria memiliki modal usaha yang 

memiliki batasanbatasan tertentu. 

 

METODE 

Jenis Penelitian 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode deskriptif 

kualitatif. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan yaitu observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Adapun 

informan dalam penelitian ini terdiri 

dari 6 orang, yaitu: Kepala Desa, 

Sekertaris Desa, Kasi Pelayanan, dan 3 

orang masyarakat yang terdiri dari: 

Pelaku UMKM Keripik, Pelaku UMKM 

Anyaman, Pelaku UMKM Rengginang. 

Setelah data diperoleh maka dilakukan 

teknik pengolahan data/analisis data 

melalui reduksi data, penyajian data, 

dan menarik kesimpulan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Efektivitas kebijakan pemerintah desa 

dalam peningkatan pemberdayaan 

usaha mikro kecil dan menengah di 

Desa Tanjungsari Kecamatan Rajadesa 

Kabupaten Ciamis adalah dilakukan 

melalui 8 kriteria efektivitas menurut 

Makmur (2015:7-9) yaitu: 

ketepatanpenentuan waktu, ketepatan 

perhitungan biaya, ketepatan dalam 

pengukuran, ketepatan dalam 

menentukan pilihan, ketepatan berpikir, 

ketepatan dalam melakukan perintah, 

ketepatan dalam menentukan tujuan, 

ketepatan sasaran. 

 Berdasarkan hasil observasi dan 

wawancara 8 kriteria efektivitas dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Ketepatan Penentuan Waktu 

Hasil penelitian mengenai 

ketepatan waktu dalam kebijakan 

Pemerintah Desa, bahwa ketepatan 

waktu dalam pelaksanaan peningkatan 

pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah memang sudah jelas di 

rencanakan, karena dari awal 

perencanaan penempatan waktu untuk 

kebijakan yang di khususkan untuk para 

pelaku usaha yang ada di Desa 

Tanjungsari sudah menikuti arahan dari 

Dinas koprasi, UKM dan Perdagangan 

Kabupaten Ciamis, untuk memenuhi 

perijianan usaha dulu sebelum usaha di 

jalankan dalam melaksanakan 

pemerosesan perijinann tidak ada batas 

waktu yang di tentukan. 

 Dari uraian jika dikaitkan 

dengan pendapat Edi (2007: 13) 

menjelaskan bahwa: Efektivitas adalah 

suatu ukuran yang menyatakan seberapa 

jauh target (kuantitas, kualitas dan 

waktu) telah tercapai. Dimana makin 

besar persentase target yang dicapai, 

makin tinggi efektivitasnya. 

 Dengan demikian bahwa dalam 

pelaksanaan kebijakan dalam program 

peningkatan pemberdayaan UMKM 

perlu adanya perencanaan yang matang 

dengan menyamakan kebutuhan-

kebutuhan masyarakat dan tujuan 

tentang pelaksanaan kebijakan dalam 

upaya meningkatkan pemberdayaan 
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UMKM di desa Tanjungsari agar dapat 

melakukan penyusunan perencanaan 

waktu pelaksanaan kebijakan dalam 

peningkatan pemberdayaan UMKM 

secara tepat dengan mempertimbangkan 

berbagai permasalahan yang ada di desa 

dan hal ini akan mempermudah dalam 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

2. Ketepatan Perhitungan Biaya 

Hasil penelitian mengenai 

perhitungan biaya dalam program 

peningkatan pemberdayaan UMKM 

oleh pemerintah desa dalam ketepatan 

pemanfaatan biaya belum sepenuhnya 

berjalan dengan efektif, dari hasil 

observasi masih ditemukan program-

program selain program pemberdayaan 

UMKM, mungkin Pemerintah Desa 

mengupayakan penyelesaian program-

program yang masih belum rampung. 

Pernah ada bantuan yang di berikan 

pemerintah ketika pandemi 

berlangsung, yang dikhusukan kepada 

pelaku UMKM, akan tetapi dari hasil 

observasi di lapangan yaitu kepada para 

pelaku UMKM, pelak UMKM tersebut 

tidak tahu akan bantuan tersebut, malah 

yang mendapatkan bantuan tersebut 

masyarakat yang belum jelas usahanya 

atau bisa disebut memalsukan data, 

sehingga pemanfaatan bantuan yang 

digelontorkan pemerintah kepada 

pelaku UMKM tidak tepat sasaran, hal 

tersebut dikarenakan kurangnya 

sosialisasi yang dilakukan pemerintah 

Desa kepada pelaku UMKM sehingga 

pelaku UMKM yang seharusnya 

mendapatkan bantuan tersebut malah 

tidak menapatkannya. 

 Dari uraian di atas jika dikaitkan 

dengan pendapat Beni (2016:69) 

menyatakan bahwa: Efektivitas adalah 

hasil guna kegiatan pemerintah dalam 

mengurus keuangan daerah harus 

sedemikian rupa sehingga program 

peningkatan program dapat 

direncanakan dan dilaksanakan untuk 

mencapai tujuan pemerintah dengan 

biaya serendah-rendahnya dan dalam 

waktu secepat-cepatnya. 

 Dengan demikian bahwa dalam 

pelaksanaan kebijakan dalam 

peningkatan pemberdayaan UMKM di 

Desa Tanjungsari perlu adanya 

perencanaan perhitungan biaya yang 

sesuai dengan alokasi yang telah di 

sediakan dan dapat meminimalisir 

penyelewengan anggaran dana desa 

terhadap pelaksanaan peningkatan 

pemberdayaan UMKM. 

3. Ketepatan Dalam Pengukuran 

Hasil penelitian mengenai 

ketepatan pengukuran dalam 

melaksanakan kebijakan dalam program 

peningkatan pemberdayaan UMKM 

perlu adanya ketepatan ukuran 

kejelasan tujuan dari kebijakan karena 

keberhasilan dalam melaksanakan suatu 

program mengacu kepada standar 

ukuran yang telah ditetapkan 

sebelumnya, dari adanya peningkatan 

yang sudah ada sebenarnya merupakan 

gambaran dari pada efektivitas dalam 

pelaksanaan kebijakan dalam program 

peningkatan pemberdayaan UMKM 

yang dilakukan oleh organisasi atau 

instansi Pemerintah Desa Tanjungsari. 

dalam pengukuran dalam efektivitas 

kebijakan pemerintah desa dalam upaya 
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peningkatan pemberdayaan UMKM 

memang sudah ada target, target dari 

kebijakan tersebut yaitu para pelaku 

UMKM yang belum memiliki ijin 

usaha, hasil dari target tersebut bisa di 

lihat dari bagaimana usaha yang di 

lakukan ketika sudah memenuhi kriteria 

usaha dan perijinannya, contoh kecilnya 

usaha yang dilakukan Bapak Nunung, 

keberhasilan usaha Bapak nunung bisa 

di lihat dari produksinya yang di 

lakukan setiap hari, pemasaranya yang 

sudah semakin luas, sering jadi obyek 

penelitian, jadi obyek percontohan 

usaha mandiri. Hal tersebut ditunjukan 

dalam menjalankan rencana yang telah 

ditentukan untuk program peningkatan 

pemberdayaan UMKM, kegiatan 

program peningkatan pemberdayaan 

tidak akan berhasil tanpa ada ukuran 

keberhasilan, ukuran keberhasilan 

tersebut di jadikan contoh untuk usaha-

usaha yang baru merintis ataupun sudah 

berjalan tetapi tidak memiliki ijin usaha. 

 Dari uraian di atas jika dikaitkan 

dengan pendapat Handayaningrat 

(1996: 16) menyatakan bahwa: 

Efektivitas adalah pengukuran dalam 

arti tercapainya sasaran atau tujuan yang 

telah ditentukan sebelumnya. 

 Dengan demikian bahwa dalam 

ketepatan dalam pengukuran dengan 

adanya obyek pemberdayaan dan 

peningkatan pemberdayaan UMKM 

bisa dikatakan tujuan dari kebijakan 

dalam peningkatan pemberdayaan bisa 

dikatakan efektif hal tersebut di ukur 

dari adanya kriteria UMKM yang 

dijadikan ukuran keberhasilan dari 

kebijakan sesuai dengan teori 

efektivitas menurut Makmur (2015: 7). 

4. Ketepatan Dalam Menentukan 

Pilihan 

Hasil penelitian mengenai 

ketepatan dalam menentukan pilihan 

dalam melakukan sebuah kegiatan yang 

akan dilaksanakan dalam program 

peningkatan pemberdayaan UMKM 

perlu mempertimbangkan terlebih 

dahulu siapa orang yang melakukanya 

apakah sudah masuk kriteria dan 

kompeten sehingga bisa sesuai dengan 

keinginan dan kebutuah masyarakat di 

desa serta dapat di sesuaikan dengan 

tujuan dari kebijakan dalam upaya 

peningkatan pemberdayaan UMKM. 

didapat bahwasanya di desa Tanjungsari 

belum adanya pemilihan ketua UMKM 

atau sering di sebut patriot desa, dari 

hambatan tersebut pemerintah desa 

mengupayakan untuk secepatnya di 

lakukan pemilihan patriot desa, agar 

supaya pelayanan yang di berikan 

kepada masyarakat selaku pemilik 

UMKM bisa berjalan dengan efektif.  

 Dari uraian diatas jika dikaitkan 

dengan pendapat Kurniawan (2005:109) 

menyatakan bahwa: Efektivitas adalah 

kemampuan melaksanakan tugas, 

fungsi (oprasional kegiatan program 

atau misi) dari pada suatu organisasi 

atau sejenisnya yang tidak adanya 

tekanan atau ketrgantungan antara 

pelaksanannya. 

 Dengan demikian bahwa dalam 

menentukan pilihan petugas dalam 

upaya peningkatan pemberdayaan 

UMKM, agar selalu memperhatikan 

kemampuan melaksanakan tugas pada 
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suatu organisasi atau sejenisnya 

sehingga dapat sesuai dengan keinginan 

dan kebutuhan masyarakat desa secara 

keseluruhan 

5. Ketepatan Berfikir 

Hasil penelitian mengenai 

ketepatan berfikir dalam melaksanakan 

kegiatan organisasi perlu membangun 

komunikasi yang baik agar dalam 

pelaksanaan suatu kegiatan dalam 

organisasi dapat melakukan koordinasi 

secara intensif ketepatan berfikir akan 

melahirkan keefektivan sehingga 

kesuksesan yang senantiasa diharapkan 

itu akan memberikan hasil yang 

maksimal. pelaksanaan kerjasama 

memang sudah pernah di lakukan 

Pemerintah Desa dengan Dinas Koprasi, 

UKM dan Perdagangan Kabupaten 

Ciamis dalam upaya meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat melalui 

obyek pemberdayaan UMKM, akan 

tetapi kerjasama yang dilakukan belum 

efekktif, karena dapat dilihat dari obyek 

pemberdayaanya masih banyak yang 

belum mengetahui akan kebijakan 

tersebut, terutama pelaku UMKM yang 

baru merintis usahanya.  

 Dari uraian diatas jika dikaitkan 

dengan pendapat Pamudji (1985:12) 

menyatakan bahwa: Kerjasama pada 

hakekatnya menindikasikan adanya dua 

pihak atau lebih yang berinteraksi 

secara lebih untuk mencapai tujuan 

bersama. Dari teori diatas dapat 

diketahui bahwa untuk mencapai tujuan 

suatu kebijakan maka diperlukan 

keberhasilan dalam implementasinya, 

dalam implementasi dibutuhkan 

kerjasama yang terjalin diantara pihak-

pihak yang terlibat untuk dapat 

mencapai tujuan bersama-sama. 

 Dengan demikian dari dimensi 

ketepatan berfikir dalam indikator 

adanya kerjasama yang baik dari 

berbagai pihak dapat diketahui bahwa 

pada efektivitas kebijakan pemerintah 

desa dalam peningkatan pemberdayaan 

UMKM di desa Tanjungsari Kecamatan 

Rajadesa kurang optimal, hal ini dilihat 

dari kurangnya komunikasi antara 

pelaksana dengan masyarakat atau 

pelaku UMKM yang baru merintis 

terkait tujuan dari adanya kebijakan 

tersebut, sehingga menyebabkan 

kurangnya pemahaman dan kesadaran 

masyarakat yang baru merintis usaha 

terkait tujuan dari kebijakan tersebut. 

6. Ketepatan Dalam Melakukan 

Perintah 

Hasil penelitian mengenai 

ketepatan dalam melakukan perintah 

bahwa dalam melakukan kegiatan 

organisasi perlu membangun 

komunikasi dan pendekatan yang baik 

dari pemerintah untuk masyarakatnya 

agar dalam suatu kegiatan dengan 

tujuan yang baik bisa menghasilkan 

keefektivan sebuah program dapat 

dilakukan dengan cara koordinasi 

secara intensif dan hal ini akan 

mempermudah mengetahui permasalah 

yang terjadi di di masyarakat untuk 

segera di ambil solusi yang tepat, 

perintah yang yang dilakukan 

pemerintah belum sepenuhnya berjalan 

dengan baik, sosialisasi yang dilakukan 

kasi pelayanan dirasa masyarakat 

kurang berjalan dengan efektif 

dikarenakan kasi pelayanan tidak 
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sepenuhnya melakukan pelayanan 

dalam satu bidang akan tetapi kasi 

pelayanan melakukan pendekatan bisa 

dikatakan secara keseluruhan sehingga 

upaya tersebut belum sepenuhnya 

berjalan dengan efektif. 

 Dari uraian diatas jika dikaitkan 

dengan pendapat Ravianto dalam 

Masruri (2014:4) mengatakan bahwa: 

Efektivitas adalah seberapa baik 

pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana 

orang menghasilkan keluaran sesuai 

dengan apa yang diharapkan. 

 Dengan demikian dalam 

melakukan perintah yang dilakukan 

perlu adanya pendekatan dan perhatian 

secara serius dari pemerintah desa 

sebagai penanggung jawab kebijakan 

dalam program peningkatan 

pemberdayaan UMKM sehingga dapat 

dilakukan pengawasan secara langsung, 

hal ini akan mempermudah terhadap 

pemerintah desa untuk mengefektivkan 

program peningkatan pemberdayaan 

UMKM di barengi dengan kualitas 

pemberi pelayanan atau perintah yang 

kompeten. 

7. Ketepatan Dalam Menentukan 

Tujuan 

Hasil penelitian bahwa tujuan 

dalam organisasi dapat tercapai dengan 

mudah apabila adanya kerjasama untuk 

menyamakan persepsi dan dilaksanakan 

berdasarkan perencanaan yang matang, 

sehingga dapat mempermudah dalam 

pelaksanaannya di lapangan. dari 

adanya kebijakan tersebut Pemerintah 

Desa memiliki tujuan yang baik bagi 

keberlangsungan usaha yang di lakukan 

masyarakat, tujuan Pemerintah Desa 

mensukseskan program pemerintah 

dalam hal perijinan usaha, perijinan 

usaha tersebut merupakan langkah 

utama dalam peningkatan 

pemberdayaan, jika ijin usaha yang 

dilakukan sudah memenuhi kriteria 

usaha, maka bisa di katakana usaha 

tersebut berhasil.  

 Dari uraian diatas jika dikaitkan 

dengan pendapat Mardiasmo 

(2017:134) menyatakan bahwa: 

Efektivitas adalah ukuran berhasil 

tidaknya pencapaian tujuan suatu 

organisasi suatu organisasi mencapai 

tujuannya. Apabila suatu organisasi 

mencapai tujuan maka organisasi 

tersebut telah berjalan dengan efektif. 

Indikator efektivitas menggambarkan 

jangkauan akibat dan dampak 

(outcome) dari keluaran (output) 

program dalam mencapai tujuan 

program. dapat diketahui bahwa 

kemapuan pelaksanaan kebijakan dalam 

program peningkatan pemberdayaan 

UMKM atau sasaran pemberdayaan 

akan mengakibatkan output atau hasil 

dari kebijakan tersebut, jika para 

pelaksana tidak melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan aturan atau program, 

maka besar kemungkinan efektivitas 

kebijakan tidak akan tercapai. Dengan 

demikian perlu adanya kepekaan dan 

perhatian secara serius dari pemerintah 

desa untuk mengoptimalkan anggaran 

dalam pelaksanaan kebijakan dalam 

menentukan sasaran yang tepat 

sehingga pelaksanaan kegiatan terutama 

yang berorientasi untuk jangka panjang 

8. Ketepatan Sasaran 
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Hasil penelitian bahwa untuk 

menetapkan sasaran perlu adanya target 

atau perencanaan dengan adanya 

perencanaan sangat menetukan 

keberhasilan aktivitas organisasi yang 

dilakukan baik itu organisasi 

pemerintahan ataupun organisasi yang 

dilakukan masyarakat. Dalam hal ini 

tentunya ada sebagian masyarakat yang 

susah untuk diajak kerjasama dalam 

membangun peningkatan 

pemberdayaan UMKM, tetapi tidak 

semua masyarakat mengabaikanya 

masih banyak masyarakat atau pelaku 

UMKM yang cukup antusias dalam 

kegiatan ini dilihat dari capaian 

peningkatan usaha yang dilakukanya 

dari pelaksanaan kebijakan tersebut.  

1.  Dari uraian di atas sesuai dengan 

pendapat menurut Paslong (2010:4) 

menyatakan bahwa: Efektivitas pada 

dasarnya beasa dari kata “efek” dan 

digunakan istilah ini sebagai 

hubungan sebab akibat. Efektivitas 

dapat dipandang sebagai suatu sebab 

dari variable lain. Efektivitas berati 

bahwa tujuan yang telah 

direncanakan sebelumnya dapat 

tercapai atau dengan kata sasaran 

tercapai karena adanya peroses 

kegiatan. Dengan demikian 

penentuan sasaran yang tepat baik 

yang ditetapkan secara individu 

maupun secara organisasi sangat 

menetukan keberhasilan aktivitas 

organisasi, demikian pula 

sebaliknya, jika sasara yang 

ditetpkan itu kurang tepat, maka akan 

menghambat pelaksanaan sebagai 

kegiatan itu sendiri. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dikemukan diatas. Skripsi ini membahas 

tentang Efektivitas Kebijakan 

Pemerintah Desa Dalam Upaya 

Peningkatan Pemberdayaan Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah di Desa 

Tanjungsari Kecamatan Rajadesa 

Kabupaten Ciamis. Efektivitas 

Kebijakan Pemerintah Desa Dalam 

Peningkatan Pemberdayaan Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah di Desa 

Tanjungsari Kecamatan Rajadesa 

Kabupaten Ciamis, masih dikatakan 

belum optimal dalam pelaksanaanya hal 

tersebut dilihat dari capaian ketepatan 

dalam menetukan waktu, ketepatan 

perhitungan biaya, ketepatan 

menetukan pilihan, ketepatan dalam 

melakukan perintah, sedangkan ada 

beberapa aspek yang sudah optimal 

diantaranya: Ketepatan dalam 

pengukuran dilihat dari adanya 

keberhasilan peningkatan 

pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah yang dijadikan obyek 

pembinaan, dan obyek percontohan 

usaha mandiri masyarakat, dan adanya 

upaya dari pemilik usaha lainya, hal 

tersebut dijadikan ukuran keberhasilan 

sebuah kebijakan yang dikeluarkan 

pemerintah desa. Ketepatan berfikir 

dilihat dari adanya pemikiran yang baik 

dari adanya kebijakan tersebut dalam 

upaya peningkatan pemberdayaan 

UMKM, sehingga para pelaku UMKM 

bisa menciptakan kualitas UMKM yang 

baik, pemasaran yang lebih luas lagi dan 

menciptakan kesejahteraan masyarakat 

melalui pemberdayaan usaha mikro, 
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kecil dan menengah. Ketepatan dalam 

menentukan tujuan dilihat dari adanya 

kebijakan tersebut dan sesuai arahan 

dari pemerintah dan Dinas Koprasi 

UKM dan Perdagangan Kabupaten 

Ciamis sebagai upaya meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dalam bidang 

UMKM, dan adanya capaian hasil dari 

kebijakan tersebut. Ketepatan sasaran 

dilihat dari sasaran dari krbijakan 

tersebut yaitu pelaku Usaha yang belum 

mempunyai ijin usaha, dalam ketepatan 

sasaran tersebut masih ada beberapa 

aspek yang keterkaitan dengan 

ketepatan sasran yaitu sumberdaya 

manusianya sehingga ketepatan sasaran 

tersebut belum sepenuhnya optimal di 

laksanakan. 

 Efektivitas Kebijakan 

Pemerintah Desa dalam Peningkatan 

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan 

Menengah di Desa Tanjungsari 

Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis 

ada beberapa faktor yang menghambat 

pencapaian kefektivitasan kebijakan 

tersebut, diantaranya: Waktu 

pelaksanaan pemberdayaan yang belum 

optimal, belum adanya perincian biaya 

dalam program peningkatan 

pemberdayaan UMKM, belum 

dilakukanya pemilihan petugas 

dilapangan atau patriot desa yang 

memberikan pelayanan langsung 

terhadap masyarakat atau pelaku 

UMKM, kurangnya kejelasan perintah 

atau informasi yang disampaikan para 

pelaksana mengenai bantuan dan 

sosialisasi mengenai peningkatan 

pemberdayaan UMKM. 

 Untuk tercapainya 

Keefektivitasan Kebijakan Pemerintah 

Desa dalam Peningkatan Pemberdayaan 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah di 

Desa Tanjungsari Kecamatan Rajadesa 

Kabupaten Ciamis, perlu dilakukanya 

kembali peroses perencanaan yang lebih 

baik lagi, untuk itu Pemerintah Desa 

mempunyai rencana untuk melakukan 

sosalisasi kembali mengenai kebijakan 

dalam program peningkatan 

pemberdayaan UMKM, Pemerintah 

Desa memberikan pelayanan bantuan 

dalam upaya pencairan dana, dan 

pelayanan dalam peroses mendapatkan 

dana bantuan, meningkatkan kinerja 

sumberdaya manusianya, yang 

berkualitas dan berkompeten 

dibidangnya, dan mengikuti pelatihan 

terhadap kemapuan aparatur desa dan 

juga masyarakatnya agar dapat 

memahami dalam penerapan system 

digitalisasi yang baik. 
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